EKSISTENSI ASAS OPORTUNITAS DALAM PENUNTUTAN
PADA MASA YANG AKAN DATANG

oleh
Mazmur Septian Rumapea
| Wayan Sutarajaya
| Ketut Sudjana
Bagian Hukum Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The existence of the principle of opportunity in the prosecution in the future will
increasingly have a broad understanding and inclusion of penal mediation as one of the
provisions of the principle of opportunity to do by the prosecutor.
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ABSTRAK

Eksistensi asas oportunitas pada masa yang akan datang akan semakin memiliki
pengertian yang luas dan memasukkan mediasi penal sebagai salah satu ketentuan agar
dapat dilakukannya asas oportunitas oleh jaksa penuntut umum.

Kata Kunci: Asas Oportunitas, Penuntutan, Mediasi Penal, Penuntut Umum

I. PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum yang dianut Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak
asasi manusia di bidang hukum vyaitu segala warga negara bersamaan dengan
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu tanpa terkecuali. Itu berarti setiap perbuatan hukum atau bukan
perbuatan hukum akan memperoleh akibat perbuatannya tersebut. Pasal 1 ayat (1)
KUHP berisi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan
ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dalam terjemahan sehari-harinya
tidak ada suatu pidana dapat dijatuhkan jika tidak ada undang-undang yang
mengaturnya. Ini lebih sering disebut asas legalitas dalam hukum pidana.

KUHP dapat disebut hukum pidana materiil mengatur tentang apa, siapa dan
bagaimana orang dapat dihukum. Sedangkan hukum pidana formal merupakan hukum
yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana atau

hukum pidana formal berguna untuk menegakkan hukum pidana materiil agar dapat



berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku (hukum positif). Hukum pidana formal
lebih sering dikenal dengan Hukum Acara Pidana. Dalam hukum acara pidana, ada
proses yang disebut penuntutan.

Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum harus memiliki dua asas yang
sangat mendasar yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas yang harus ada
dalam semua penuntutan. Menurut asas legalitas, penuntut umum wajib menuntut
seseorang yang didakwa telah melakukan tindakan pidana. Sedangkan menurut asas
opportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu
tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan
merugikan kepentingan umum. Jadi demi Kkepentingan umum, seseorang Yyang
melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut.

Menurut asas legalitas, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa
telah melakukan tindak pidana. Sedangkan asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib
menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya
apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum?.

Mediasi penal ini merupakan bagian dari ADR yang dapat dilakukan dalam
Hukum Pidana. Mediasi penal ini sudah diterapkan dalam hukum positif Indonesia, ini
ditunjukkan dalam Pasal 82 KUHP dan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955.
Di institusi penegak hukum dilakukan pertama kalinya di Indonesia pada institusi
POLRI dengan Surat Kapolri No Pol: B/3022/X11/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember
2009 serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2008.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di
luar pengadilan. Mediasi penal sebenarnya akan menjadi hukum positif di perkara
pidana apabila RUU KUHP dan RUU KUHAP disahkan. Mediasi penal ini menjadi
salah satu unsur yang dimuat dalam Pasal 145 RUU KUHP tahun 2004 dan Penjelasan
Pasal 42 ayat (2) yang memasukkan penyelesaian di luar proses menjadi alasan
gugurnya kewenangan menuntut dan di RUU KUHAP itu menjadi salah satu alasan
melakukan asas oportunitas. Sejalan dengan perumusan latar belakang masalah yang

telah diuraikan diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi asas
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oportunitas dalam penuntutan pada masa yang akan datang sesuai dengan RUU
KUHAP dan RUU KUHP.
Il. 1ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam mengkaji permasalahan ini adalah penelitian yuridis
normatif. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif atau sering disebut dengan
penelitian hukum normatif yang membandingkan hukum positif (lus Constitutum)
dengan hukum yang dicita-citakan (lus Constituendum). Penelitian ini bersifat deskriptif
karena memperkuat pengertian asas oportunitas terutama hal kepentingan umum dalam
penuntutan pada masa yang akan datang. Untuk menunjang penelitian ini maka
diperlukan data primer yaitu data yang bersumber peraturan perundang-undangan dan

disertai data sekunder yaitu buku literatur, media elektronik dan kamus.
2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Eksistensi Asas Oportunitas Dalam Penuntutan Di Indonesia Menurut
Hukum Yang Dicita-Citakan

Berbeda dengan hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya, yakni Het
Herziene Indlandsch Reglement (HIR) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 yang
diberlakukan sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua
pengadilan dan kejaksaan di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 6
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951, KUHAP memiliki kelebihan-kelebihan
mendasar, seperti:

e Lebih diperhatikannya hak-hak tersangka dan terdakwa;

e Adanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan;

e Diaturnya dasar hukum untuk untuk pernangkapan/penahanan disertai dengan
pembatasan jangka waktunya;

e Ketentuan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi;

e Ketentuan mengenai dimungkinkannya penggabungan perkara gugatan ganti
kerugian pada perkara pidana;

e Tersedianya upaya-upaya hukum yang lebih lengkap;

e Ketentuan mengenai koneksitas; serta

Adanya pengawasaan pelaksanaan putusan pengadilan.®

Apapun sebutannya, setelah KUHAP diberlakukan selama kurun waktu 20 (dua

puluh) tahun, ternyata semakin menampakkan adanya keterbatasan. Harapan-harapan
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terhadap KUHAP telah berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan setelah pada
kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran hak asasi manusia pada proses peradilan
pidana. Di sisi lain, ternyata KUHAP masih saja menampakkan peluang-peluang untuk
ditafsirkan sekehendak pihak yang berkepentingan sehingga justru semakin kehilangan
aspek kepastian hukumnya. KUHAP harus direvisi dan dengan disahkan RUU KUHAP
yang telah dirancang menjadi KUHAP yang baru maka beberapa substansi yang akan
diubah juga termasuk juga pada pasal yang memuat tentang asas oportunitas. Pada
KUHAP Pasal 14 ayat (h), asas oportunitas sangat diartikan sangat sempit karena di
dalam pasal ini penuntut umum diberikan wewenang untuk menutup perkara demi
kepentingan umum tanpa menjelaskan bagaimana dan apa saja yang bisa dikategorikan
kedalam kepentingan umum tersebut, ditambah lagi di bagian penjelasan umum Pasal
14 tidak ada pengertian yang lebih detil lagi mengenai kepentingan umum. Sedangkan
di dalam UU Kejaksaan Pasal 31 ayat (1) huruf c berisi salah satu tugas dan wewenang
yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dan kepentingan umum lebih
dijelaskan lagi pada bagian Penjelasan Pasal 35 huruf c. Dari Penjelasan Pasal 35 huruf
¢ maka dapat disimpulkan bahwa asas oportunitas hanya dapat dilakukan oleh Jaksa
Agung saja dengan meminta saran dan pendapat Badan-badan Kekuasaan Negara yang
mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Sesuai dengan sifat dan bobot perkara
yang menyampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan terlebih dahulu rencana
penyampingan perkara kepada Presiden untuk petunjuk.

Di dalam RUU KUHAP Tahun 2010 memiliki perbedaan yang sangat mendasar
mengenai asas oportunitas ini dapat dilihat pada Pasal 42 ayat (2) — ayat (5). Jika dilihat
maka sangat besarlah perbedaan ruang lingkup antara asas oportunitas dalam KUHAP
dengan asas oportunitas yang akan digunakan pada RUU KUHAP. Asas oportunitas
dalam RUU KUHAP dan RUU KUHP dapat dilakukan oleh semua penuntut umum
yang diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dalam suatu perkara.

Kedua RUU ini berkaitan karena RUU KUHP memasukkan penyelesaian di luar
proses menjadi salah satu gugurnya kewenangan menuntut yang juga diatur dalam RUU
KUHAP. Sedangkan saat mediasi penal ditempuh bukan menggeser asas oportunitas
tapi justru dengan adanya mediasi penal maka asas oportunitas dapat dilakukan oleh
penuntut umum karena dalam RUU KUHAP dan RUU KUHP diatur didalam salah satu

syarat gugurnya kewenangan menuntut. Eksistensi asas oportunitas pada masa yang



akan datang dalam penuntutan di Indonesia akan lebih memiliki arti yang lebih luas
agar bisa mewujudkan pengakuan hak-hak asasi manusia dengan memperlakukan
seseorang yang menjadi terdakwa lebih manusiawi. Asas oportunitas pada masa yang
akan datang tidak perlu lagi menunggu lagi dari seorang Jaksa Agung yang harus
berkoordinasi dulu dengan pejabat-pejabat negara yang berkaitan dengan kasus tersebut
sehingga asas oportunitas dapat dilakukan dalam suatu perkara pidana di Indonesia.

I1l. KESIMPULAN

Asas oportunitas dalam hukum positif Indonesia belum memiliki pengertian dan
pelaksanaan yang jelas karena hanya berpatokan pada UU No. 16 Tahun 2004 dan
undang-undang tersebut belum bisa mengakomodir semua yang harusnya ada dalam
pelaksanaan asas oportunitas. Hal ini yang menyebabkan perkembangan asas
oportunitas masih jalan di tempat dan tidak memiliki arti yang luas terhadap
penggunaannya. Dan pada masa yang akan datang akan lebih diperluas lagi daripada
asas oportunitas yang ada saat ini. Dalam RUU KUHAP asas oportunitas dapat
dilakukan oleh semua penuntut umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat tapi
dengan kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala
kejaksaan tinggi setempat melalui kepala kejaksaan negeri setiap bulannya. Asas
oportunitas dalam RUU KUHAP juga berhubungan dengan kewenangan penuntutan
pada RUU KUHP yang berisi bahwa kewenangan penuntutan akan gugur apabila
adanya penyelesaian di luar proses dan pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.
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